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HARI LIBUR BAGI PEKERJA/BURUH
PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari
Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional,
maka perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 ditetapkan hari Rabu tanggal
15 Februari 2017 sebagai hari libur nasional dalam rangka hari pemungutan
suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

2. Hari libur nasional tersebut dimaknai juga berlaku bagi daerah yang tidak
melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya pemilihan dimaksud
disebut pemilihan kepala daerah atau disingkat Pilkada).

3. Bagi pekerja/buruh yang daerahnya melaksanakan Pilkada dan harus bekerja
pada hari pemungutan suara, maka pengusaha mengatur waktu kerja
sedemikian rupa agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya.

4. Bagi pekerja/buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada angka 3 tersebut, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak
lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur
resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Bagi pekerja/buruh yang daerahnya tidak melaksanakan Pilkada dan harus
bekerja pada hari libur nasional dimaksud, maka pelaksanaan hak-haknya
berlaku juga seperti angka 4 tersebut di atas.
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